
 

 
 

 

 

 

KEPALA DESA DUKUH 

KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR 

 

PERATURAN DESA DUKUH 

NOMOR  4  TAHUN 2024 

 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA DUKUH, 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa 

untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Desa Dukuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa Tahun Anggaran 2025. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 



 

 
 

 

 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 
 

 

 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor    Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

…); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor … Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana 

Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana 

Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor …); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas 

Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor … Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional 

atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor …); 

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 

kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2023 Nomor 34); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 176); 



 

 
 

 

 

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 

85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 41); 

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 

Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Produk Hukum Di Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 67); 

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 

99), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2024 Nomor 14); 

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 

2020 Nomor 6); 

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan 

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2024 Nomor 7); 

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita 



 

 
 

 

 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 

13); 

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 

96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer 

kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2022 Nomor 45); 

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32; 

19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 

25); 

20. Peraturan Desa Dukuh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dukuh Tahun 

2018 Nomor 6); 

21. Peraturan Desa Dukuh Nomor 2 Tahun 2024 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Desa Dukuh Tahun 2024 Nomor 2). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUH 

dan 

KEPALA DESA DUKUH 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN    

ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa 

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak 

Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang 

merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 

Desa.  

5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 



 

 
 

 

 

7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan 

anggaran kurun waktu tahun 2025. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

   

Pasal 2 

APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa Rp. 1.938.995.966,00 

2. Belanja Desa Rp. 1.982.063.229,00 

Surplus/Defisit Rp.    (43.067.263,00) 

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.      43.067.263,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                      0,00 

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.       43.067.263,00 

Sisa Lebih/(kurang)  

Perhitungan Anggaran  Rp.                     0,00 

 

  Pasal 3 

Uraian lebih lanjut APB Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Desa ini. 

 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

memuat: 

a. APB Desa; 

b. daftar penyertaan modal; 

c. daftar dana cadangan; dan 

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 

anggaran sebelumnya. 

   

 

 



 

 
 

 

 

Pasal 5 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APB Desa. 

   

Pasal 6 

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 

mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak 

terduga. 

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan 

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan 

mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang 

Perubahan APB Desa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah 

Desa; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap 

anggaran dalam rangka pemulihan yang 

disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau 

permasalahan sosial; dan 

e. berskala lokal Desa. 

 

 

 

  Pasal 7 

Dalam hal terjadi: 

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun berjalan; 



 

 
 

 

 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar objek belanja; dan 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya 

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam 

tahun berjalan, 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa 

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa 

tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya 

kepada BPD. 

   

Pasal 8 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa 

Dukuh. 

 

 Ditetapkan di Dukuh 

Pada tanggal 31 Desember 2024 

 

KEPALA DESA DUKUH, 

 

 

SUWANTO 

 

Diundangkan di  Dukuh 

Pada tanggal  31 Desember 2024 

SEKRETARIS DESADukuh, 

 

 

MURNI UTAMININGSIH  

LEMBARAN DESA DUKUH TAHUN 2024 NOMOR 4. 

  



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA DUKUH

PERATURAN DESA DUKUH

TENTANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK URAIAN ANGGARAN

( Rp )
KETERANGAN

1 2 3 4

PENDAPATAN4.

92.655.966,00Pendapatan Asli Desa4.1.

1.842.840.000,00Pendapatan Transfer4.2.

3.500.000,00Pendapatan Lain-lain4.3.

1.938.995.966,00JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA5.

504.909.899,00Belanja Pegawai5.1.

312.453.478,00Belanja Barang dan Jasa5.2.

1.074.886.852,00Belanja Modal5.3.

89.813.000,00Belanja Tidak Terduga5.4.

1.982.063.229,00JUMLAH BELANJA

(43.067.263,00)SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN6.

43.067.263,00Penerimaan Pembiayaan6.1.

SILPA Tahun Sebelumnya 43.067.263,006.1.1.

PEMBIAYAAN NETTO 43.067.263,00

0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dukuh,  30 Desember 2024

Kepala Desa

SUWANTO,S.Pd
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH DESA DUKUH

PERATURAN DESA DUKUH

TENTANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

PENDAPATAN4.

4.1. Pendapatan Asli Desa 92.655.966,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.842.840.000,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 3.500.000,00

1.938.995.966,00JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 710.952.429,001

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional

Pemerintahan Desa

653.642.429,00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.400.000,001.1.01 ADD

5.1. Belanja Pegawai 44.400.000,001.1.01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 301.920.000,001.1.02 ADD

5.1. Belanja Pegawai 301.920.000,001.1.02

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.683.968,001.1.03 ADD

5.1. Belanja Pegawai 14.683.968,001.1.03

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK
D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian

59.678.461,001.1.04 ADD, DLL, PAD, PBH

5.1. Belanja Pegawai 7.045.931,001.1.04

5.2. Belanja Barang dan Jasa 31.640.478,001.1.04

5.3. Belanja Modal 20.992.052,001.1.04

Penyediaan Tunjangan BPD 24.400.000,001.1.05 ADD, PAD

5.1. Belanja Pegawai 24.400.000,001.1.05

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P
erkantoran, Pakaian Seragam, perj

5.000.000,001.1.06 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,001.1.06

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 67.600.000,001.1.07 ADD, PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 67.600.000,001.1.07

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des
a

23.500.000,001.1.08 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,001.1.08

Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 27.650.000,001.1.91 ADD, PAD

5.1. Belanja Pegawai 27.650.000,001.1.91

Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 84.810.000,001.1.92 ADD, PAD

5.1. Belanja Pegawai 84.810.000,001.1.92
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KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 24.258.000,00

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 24.258.000,001.2.02 PBH

5.3. Belanja Modal 24.258.000,001.2.02

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan

dan Pelaporan

33.052.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 6.840.000,001.4.03 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,001.4.03

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP
J dll)

1.950.000,001.4.04 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,001.4.04

Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 2.262.000,001.4.05 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.262.000,001.4.05

Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan
& BPD

7.000.000,001.4.10 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,001.4.10

Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa 15.000.000,001.4.92 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,001.4.92

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.124.247.800,002

2.1. Sub Bidang Pendidikan 37.200.000,00

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De
sa (Honor, Pakaian dll)

37.200.000,002.1.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,002.1.01

2.2. Sub Bidang Kesehatan 56.111.000,00

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 32.546.000,002.2.02 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.546.000,002.2.02

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka
der Kesehatan dll)

4.100.000,002.2.03 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,002.2.03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD **

5.500.000,002.2.09 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,002.2.09

Penanggulangan Pencegahan Stunting Bersekala Desa 13.965.000,002.2.92 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.965.000,002.2.92

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.030.936.800,00

Pemeliharaan Jembatan Desa 26.330.800,002.3.04 DDS

5.3. Belanja Modal 26.330.800,002.3.04

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 200.000.000,002.3.10 PBP

5.3. Belanja Modal 200.000.000,002.3.10

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 540.850.000,002.3.12 DDS

5.3. Belanja Modal 540.850.000,002.3.12

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s
elokan dll)

35.616.000,002.3.14 DDS

5.3. Belanja Modal 35.616.000,002.3.14
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KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih) 1.300.000,002.3.17 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,002.3.17

Pembangunan Talud jalan desa 226.840.000,002.3.90 DDS, PBP

5.3. Belanja Modal 226.840.000,002.3.90

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 57.050.000,003

3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

25.550.000,00

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P
emdes

25.550.000,003.1.02 ADD, PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.550.000,003.1.02

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 9.300.000,00

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (
HUT RI, Raya Keagamaan dll)

9.300.000,003.2.03 DLL, PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,003.2.03

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5.000.000,00

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 5.000.000,003.3.06 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,003.3.06

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 17.200.000,00

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 5.000.000,003.4.02 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,003.4.02

Pembinaan PKK 12.200.000,003.4.03 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,003.4.03

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 89.813.000,005

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.613.000,00

Kegiatan Penanggulangan Bencana 10.613.000,005.1.00 DDS

5.4. Belanja Tidak Terduga 10.613.000,005.1.00

5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 79.200.000,00

Penanganan Keadaan Mendesak 79.200.000,005.3.00 DDS

5.4. Belanja Tidak Terduga 79.200.000,005.3.00

1.982.063.229,00JUMLAH BELANJA

(43.067.263,00)SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN6.

6.1. Penerimaan Pembiayaan 43.067.263,00

PEMBIAYAAN NETTO 43.067.263,00

0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Dukuh,  30 Desember 2024

Kepala Desa

SUWANTO,S.Pd
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KEPALA DESA DUKUH 

KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR 

 

PERATURAN KEPALA DESA DUKUH  

NOMOR 6 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA DUKUH, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Desa Dukuh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai 

operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa 

Dukuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 



 

 
 

 

 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6914); 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

… Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor …); 



 

 
 

 

 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

… Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap 

Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor …); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2024 tentang Rincian Prioritas Penggunaan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 1000); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

… Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas 

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor …); 

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan 

kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada 

Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2023 Nomor 34); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 176); 

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 

2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara 



 

 
 

 

 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2022 Nomor 41); 

12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 

Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar 

Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Produk Hukum Di Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2021 Nomor 67); 

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 

99), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2024 Nomor 14); 

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 

2020 Nomor 6); 

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan 

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2024 Nomor 7); 

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 

13); 

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96), 



 

 
 

 

 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45); 

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32); 

19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 25); 

20. Peraturan Desa Dukuh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dukuh Tahun 2018 

Nomor 5); 

21. Peraturan Desa Dukuh Nomor 4 Tahun 2024 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dukuh Tahun 2024 

Nomor 4). 

 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DUKUH TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2025. 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 



 

 
 

 

 

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

3. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa   

dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa 

dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang 

merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.  

5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa. 

7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran 

kurun waktu tahun 2025. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama satu periode 

anggaran. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian 

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB 

Desa. 

 

 Pasal 2 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2025 terdiri dari:  

1. Pendapatan Desa  

a. Pendapatan Asli Desa Rp.     92.655.966,00 

b. Transfer Rp.1.842.840.000,00 

c. Pendapatan Lain-lain Rp.       3.500.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp.1.938.995.966,00 



 

 
 

 

 

2. Belanja Desa  

a. Bidang Penyelenggaraan  

Pemerintah Desa Rp.   710.952.429,00 

b. Bidang Pelaksanaan 

Pembangunan Desa Rp.1.124.247.800,00 

c. Bidang Pembinaan  

Kemasyarakatan Desa Rp.     57.050.000,00 

d. Bidang Pemberdayaan  

Masyarakat Desa Rp.                    0,00  

e. Bidang Penanggulangan Bencana, 

        Darurat, dan Mendesak Desa Rp.   89.813.000,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.982.063.229,00 

Surplus/(Defisit) Rp.     (43.067.263,00) 

3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.    43.067.263,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                   0,00 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp.    43.067.263,00 

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun  

Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih 

Pembiayaan) Rp. 0,00 

 

  

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

 

  

Pasal 4 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini 

dituangkan lebih lanjut dalam DPA yang disusun oleh 

Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan 

anggaran. 

 

  



 

 
 

 

 

Pasal 5 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan 

penempatannya  dalam Berita Desa Dukuh 

 

 Ditetapkan di Dukuh  

Pada tanggal 30 Desember 2024 

 

KEPALA DESA DUKUH, 

 

 

SUWANTO 

 

Diundangkan di  Dukuh 

Pada tanggal 30 Desember 2024 

SEKRETARIS DESA DUKUH, 

 

 

MURNI UTAMININGSIH  

BERITA DESA DUKUH TAHUN 2024 NOMOR 6. 



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Lampiran Peraturan Kepala Desa

6Nomor 

Tahun

PEMERINTAH DESA DUKUH

2024

:  

:  

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE

REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT

VOLUME SATUAN
ANGGARAN

SUMBER

DANA

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN4.

Pendapatan Asli Desa 92.655.966,004.1.

Hasil Usaha Desa 3.907.270,004.1.1.

4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 3.907.270,00

Hasil Aset Desa 81.075.000,004.1.2.

4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 5.675.000,00

4.1.2.91. Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok 75.400.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.673.696,004.1.4.

4.1.4.01. Hasil Pungutan Desa 7.673.696,00

Pendapatan Transfer 1.842.840.000,004.2.

Dana Desa 811.230.000,004.2.1.

4.2.1.01. Dana Desa 811.230.000,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 91.910.000,004.2.2.

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 91.910.000,00

Alokasi Dana Desa 539.700.000,004.2.3.

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 539.700.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi 400.000.000,004.2.4.

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 400.000.000,00

Pendapatan Lain-lain 3.500.000,004.3.

Bunga Bank 3.500.000,004.3.6.

4.3.6.01. Bunga Bank 3.500.000,00
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KODE

REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT

VOLUME SATUAN
ANGGARAN

SUMBER

DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.938.995.966,00JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 710.952.429,0001

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa

653.642.429,0001.01.

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ADD44.400.000,001 orang1.01.01.

Belanja Pegawai 44.400.000,005.1.1.01.01.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 44.400.000,005.1.1.1.01.01.

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 44.400.000,001.01.01.

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa ADD301.920.000,0011 orang1.01.02.

Belanja Pegawai 301.920.000,005.1.1.01.02.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 301.920.000,005.1.2.1.01.02.

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 301.920.000,001.01.02.

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ADD14.683.968,0012 Orang1.01.03.

Belanja Pegawai 14.683.968,005.1.1.01.03.

Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.683.968,005.1.3.1.01.03.

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 14.683.968,001.01.03.

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,
Perlengkapan Perkantoran, pakaian

ADD, DLL, PAD, PBH59.678.461,0010 kegiatan1.01.04.

Belanja Pegawai 7.045.931,005.1.1.01.04.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 7.045.931,005.1.2.1.01.04.

5.1.2.90. Jasa Pengabdian Perangkat Desa 7.045.931,001.01.04.

Belanja Barang dan Jasa 31.640.478,005.2.1.01.04.

Belanja Barang Perlengkapan 7.645.720,005.2.1.1.01.04.

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 6.145.720,001.01.04.

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.500.000,001.01.04.

Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,005.2.2.1.01.04.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 4.800.000,001.01.04.
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KODE

REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT

VOLUME SATUAN
ANGGARAN

SUMBER

DANA

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Operasional Perkantoran 12.194.758,005.2.5.1.01.04.

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 3.652.000,001.01.04.

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 4.000.000,001.01.04.

5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 4.542.758,001.01.04.

5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0,001.01.04.

Belanja Pemeliharaan 4.000.000,005.2.6.1.01.04.

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 2.000.000,001.01.04.

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 2.000.000,001.01.04.

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3.000.000,005.2.7.1.01.04.

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 3.000.000,001.01.04.

Belanja Modal 20.992.052,005.3.1.01.04.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 8.992.052,005.3.2.1.01.04.

5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 7.992.052,001.01.04.

5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 1.000.000,001.01.04.

Belanja Modal Lainnya 12.000.000,005.3.9.1.01.04.

5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 12.000.000,001.01.04.

Penyediaan Tunjangan BPD ADD, PAD24.400.000,005 orang1.01.05.

Belanja Pegawai 24.400.000,005.1.1.01.05.

Tunjangan BPD 24.400.000,005.1.4.1.01.05.

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 23.400.000,001.01.05.

5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 1.000.000,001.01.05.

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan
Perkantoran, Pakaian Seragam, perj

ADD5.000.000,001 keg1.01.06.

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005.2.1.01.06.

Belanja Barang Perlengkapan 5.000.000,005.2.1.1.01.06.

5.2.1.90. Belanja Perlengkapan Kantor 5.000.000,001.01.06.

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW ADD, PAD67.600.000,001 Tahun1.01.07.
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KODE

REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT

VOLUME SATUAN
ANGGARAN

SUMBER

DANA

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa 67.600.000,005.2.1.01.07.

Belanja Barang Perlengkapan 2.600.000,005.2.1.1.01.07.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.600.000,001.01.07.

Belanja Operasional Perkantoran 65.000.000,005.2.5.1.01.07.

5.2.5.08. Belanja Insentif/Operasional RT/RW 65.000.000,001.01.07.

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana
Desa

DDS23.500.000,003 kegitan1.01.08.

Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,005.2.1.01.08.

Belanja Barang Perlengkapan 23.500.000,005.2.1.1.01.08.

5.2.1.90. Belanja Perlengkapan Kantor 23.500.000,001.01.08.

Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa ADD, PAD27.650.000,001 orang1.01.91.

Belanja Pegawai 27.650.000,005.1.1.01.91.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 27.650.000,005.1.1.1.01.91.

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 7.200.000,001.01.91.

5.1.1.91. Tunjangan Kepala Desa Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok 20.250.000,001.01.91.

5.1.1.92. Tunjangan THR Kepala Desa 200.000,001.01.91.

Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa ADD, PAD84.810.000,0012 Orang1.01.92.

Belanja Pegawai 84.810.000,005.1.1.01.92.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 84.810.000,005.1.2.1.01.92.

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 34.800.000,001.01.92.

5.1.2.91. Tunjangan Perangkat Desa Dari Pengelolaan Tanah Bengkok/ Eks Tanah Bengkok 47.610.000,001.01.92.

5.1.2.92. Tunjangan THR Perangkat Desa 2.400.000,001.01.92.

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 24.258.000,0001.02.

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa PBH24.258.000,001 Kegiatan1.02.02.

Belanja Modal 24.258.000,005.3.1.02.02.

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 24.258.000,005.3.4.1.02.02.

5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 6.980.000,001.02.02.
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5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 16.978.000,001.02.02.

5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 300.000,001.02.02.

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan

33.052.000,0001.04.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) ADD6.840.000,001 Kegiatan1.04.03.

Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,005.2.1.04.03.

Belanja Barang Perlengkapan 3.240.000,005.2.1.1.04.03.

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 240.000,001.04.03.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000,001.04.03.

Belanja Jasa Honorarium 3.600.000,005.2.2.1.04.03.

5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3.600.000,001.04.03.

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ
dll)

ADD1.950.000,002 keg1.04.04.

Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,005.2.1.04.04.

Belanja Barang Perlengkapan 1.100.000,005.2.1.1.04.04.

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000,001.04.04.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 850.000,001.04.04.

Belanja Jasa Honorarium 850.000,005.2.2.1.04.04.

5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 850.000,001.04.04.

Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa PAD2.262.000,001 kegiatan1.04.05.

Belanja Barang dan Jasa 2.262.000,005.2.1.04.05.

Belanja Jasa Honorarium 2.262.000,005.2.2.1.04.05.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.262.000,001.04.05.

Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.
Kewilayahan & BPD

PBH7.000.000,001 kegiatan1.04.10.

Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,005.2.1.04.10.

Belanja Barang Perlengkapan 5.700.000,005.2.1.1.04.10.

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 540.000,001.04.10.

Halaman 506/02/2025 11:07:41Printed by Siskeudes



KODE

REKENING URAIAN
KELUARAN/OUTPUT

VOLUME SATUAN
ANGGARAN

SUMBER

DANA

1 2 3 4 5 6 7

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 360.000,001.04.10.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.800.000,001.04.10.

Belanja Jasa Honorarium 1.300.000,005.2.2.1.04.10.

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.300.000,001.04.10.

Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa PBH15.000.000,001 tahun1.04.92.

Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005.2.1.04.92.

Belanja Jasa Honorarium 15.000.000,005.2.2.1.04.92.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 15.000.000,001.04.92.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.124.247.800,0002

Sub Bidang Pendidikan 37.200.000,0002.01.

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa (Honor, Pakaian dll)

DDS37.200.000,001 Tahun2.01.01.

Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,005.2.2.01.01.

Belanja Jasa Honorarium 37.200.000,005.2.2.2.01.01.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 12.000.000,002.01.01.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 25.200.000,002.01.01.

Sub Bidang Kesehatan 56.111.000,0002.02.

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) DDS32.546.000,001 Tahun2.02.02.

Belanja Barang dan Jasa 32.546.000,005.2.2.02.02.

Belanja Barang Perlengkapan 24.796.000,005.2.1.2.02.02.

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 120.000,002.02.02.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 19.776.000,002.02.02.

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.900.000,002.02.02.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1.000.000,002.02.02.

Belanja Jasa Honorarium 7.750.000,005.2.2.2.02.02.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400.000,002.02.02.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 7.350.000,002.02.02.
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Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan
Kader Kesehatan dll)

DDS4.100.000,001 Tahun2.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,005.2.2.02.03.

Belanja Barang Perlengkapan 1.080.000,005.2.1.2.02.03.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.080.000,002.02.03.

Belanja Jasa Honorarium 3.020.000,005.2.2.2.02.03.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.020.000,002.02.03.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD **

DDS5.500.000,001 Tahun2.02.09.

Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,005.2.2.02.09.

Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,005.2.1.2.02.09.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.000.000,002.02.09.

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 3.500.000,005.2.7.2.02.09.

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 3.500.000,002.02.09.

Penanggulangan Pencegahan Stunting Bersekala Desa DDS13.965.000,003 Kegiatan2.02.92.

Belanja Barang dan Jasa 13.965.000,005.2.2.02.92.

Belanja Barang Perlengkapan 12.115.000,005.2.1.2.02.92.

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 240.000,002.02.92.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.875.000,002.02.92.

Belanja Jasa Honorarium 800.000,005.2.2.2.02.92.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 800.000,002.02.92.

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 1.050.000,005.2.7.2.02.92.

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 1.050.000,002.02.92.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.030.936.800,0002.03.

Pemeliharaan Jembatan Desa DDS26.330.800,001 Kegiatan2.03.04.

Belanja Modal 26.330.800,005.3.2.03.04.

Belanja Modal Jembatan 26.330.800,005.3.6.2.03.04.

5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 5.140.000,002.03.04.
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5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 20.835.000,002.03.04.

5.3.6.05. Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan 355.800,002.03.04.

Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa PBP200.000.000,002 Kegiatan2.03.10.

Belanja Modal 200.000.000,005.3.2.03.10.

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 200.000.000,005.3.5.2.03.10.

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 2.800.000,002.03.10.

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 186.270.000,002.03.10.

5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 10.050.000,002.03.10.

5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 880.000,002.03.10.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) DDS540.850.000,003 Kegiatan2.03.12.

Belanja Modal 540.850.000,005.3.2.03.12.

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 540.850.000,005.3.5.2.03.12.

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 56.675.000,002.03.12.

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 477.975.000,002.03.12.

5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 5.300.000,002.03.12.

5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 900.000,002.03.12.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,
selokan dll)

DDS35.616.000,001 Kegiatan2.03.14.

Belanja Modal 35.616.000,005.3.2.03.14.

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 35.616.000,005.3.5.2.03.14.

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 5.265.000,002.03.14.

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 30.051.000,002.03.14.

5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 300.000,002.03.14.

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih) DDS1.300.000,001 kegiatan2.03.17.

Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,005.2.2.03.17.

Belanja Jasa Honorarium 1.300.000,005.2.2.2.03.17.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.300.000,002.03.17.
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Pembangunan Talud jalan desa DDS, PBP226.840.000,001 Kegiatan2.03.90.

Belanja Modal 226.840.000,005.3.2.03.90.

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 226.840.000,005.3.5.2.03.90.

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 37.250.000,002.03.90.

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 186.986.000,002.03.90.

5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 1.350.000,002.03.90.

5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 1.254.000,002.03.90.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 57.050.000,0003

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 25.550.000,0003.01.

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemdes

ADD, PBH25.550.000,001 tahun3.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 25.550.000,005.2.3.01.02.

Belanja Barang Perlengkapan 19.500.000,005.2.1.3.01.02.

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 19.500.000,003.01.02.

Belanja Jasa Honorarium 6.050.000,005.2.2.3.01.02.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.050.000,003.01.02.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 9.300.000,0003.02.

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll)

DLL, PBH9.300.000,002 Keg3.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,005.2.3.02.03.

Belanja Barang Perlengkapan 9.300.000,005.2.1.3.02.03.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 9.300.000,003.02.03.

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 5.000.000,0003.03.

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa ADD5.000.000,001 tahun3.03.06.

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005.2.3.03.06.

Belanja Barang Perlengkapan 5.000.000,005.2.1.3.03.06.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.000.000,003.03.06.
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Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 17.200.000,0003.04.

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD ADD5.000.000,001 Tahun3.04.02.

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,005.2.3.04.02.

Belanja Barang Perlengkapan 1.050.000,005.2.1.3.04.02.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.050.000,003.04.02.

Belanja Jasa Honorarium 3.950.000,005.2.2.3.04.02.

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.950.000,003.04.02.

Pembinaan PKK ADD12.200.000,001 Kegiatan3.04.03.

Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,005.2.3.04.03.

Belanja Barang Perlengkapan 6.600.000,005.2.1.3.04.03.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.600.000,003.04.03.

Belanja Jasa Honorarium 5.600.000,005.2.2.3.04.03.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.200.000,003.04.03.

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.400.000,003.04.03.

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 89.813.000,0005

Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.613.000,0005.01.

Kegiatan Penanggulangan Bencana DDS10.613.000,001 Tahun5.01.00.

Belanja Tidak Terduga 10.613.000,005.4.5.01.00.

Belanja Tidak Terduga 10.613.000,005.4.1.5.01.00.

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 10.613.000,005.01.00.

Sub Bidang Keadaan Mendesak 79.200.000,0005.03.

Penanganan Keadaan Mendesak DDS79.200.000,0022 KPM5.03.00.

Belanja Tidak Terduga 79.200.000,005.4.5.03.00.

Belanja Tidak Terduga 79.200.000,005.4.1.5.03.00.

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 79.200.000,005.03.00.

1.982.063.229,00JUMLAH BELANJA
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(43.067.263,00)SURPLUS DEFISIT

PEMBIAYAAN6.

Penerimaan Pembiayaan 43.067.263,006.1.

SILPA Tahun Sebelumnya 43.067.263,006.1.1.

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 43.067.263,00

43.067.263,00PEMBIAYAAN NETTO

Dukuh,  30 Desember 2024

0,00

Kepala Desa

SUWANTO,S.Pd

SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN
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